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serta dokumen akademik terkini terkait kebijakan farmasi digital dan regulasi
BPOM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan
analisis dokumen, sementara analisis data menggunakan tahapan identifikasi tema,
reduksi data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa digitalisasi farmasi memberikan kemajuan signifikan dalam

peningkatan akses, efisiensi, dan pemerataan layanan kesehatan, khususnya melalui
platform e-pharmacy seperti GoApotik dan KlikDokter. Namun, di sisi lain,
pengawasan digital
menimbulkan ancaman serius bagi keamanan konsumen dan integritas profesi
farmasi. Implementasi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 masih menghadapi
kendala karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi kesehatan
masyarakat, serta minimnya tanggung jawab dari pihak e-commerce. Penelitian ini
memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman tentang Technology Acceptance
Model dan governance gap theory dalam konteks farmasi digital, sekaligus
menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi
untuk memperkuat tata kelola distribusi obat daring di Indonesia.
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan
manusia, termasuk dalam sektor kesehatan. Di Indonesia, kemunculan platform daring
untuk penjualan obat menjadi salah satu inovasi yang signifikan dalam sistem distribusi
farmasi modern. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya penetrasi internet dan
perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari (Adjie et al, 2023). Melalui platform daring, masyarakat kini dapat
mengakses berbagai jenis obat tanpa harus datang langsung ke apotek fisik, menjadikan
layanan farmasi lebih efisien dan inklusif (Cokro et al, 2023).
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Peningkatan penggunaan e-pharmacy di Indonesia merupakan cerminan dari tren
global digitalisasi kesehatan yang kian pesat. Pandemi COVID-19 mempercepat
transformasi ini karena masyarakat mencari alternatif yang aman dan efisien untuk
memperoleh obat tanpa kontak fisik langsung (Adjie et al, 2023). Di sisi lain, kondisi ini
menandai pergeseran besar dalam ekosistem farmasi yang menuntut adaptasi regulasi
dan pengawasan agar inovasi tidak berubah menjadi ancaman bagi kesehatan publik
(Peranginangin & Herdwiani, 2023).

Konteks urgensi topik ini terletak pada pertumbuhan pesat peredaran obat daring
yang belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Meskipun
peraturan telah diterbitkan, seperti Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020, implementasinya
masih menghadapi berbagai kendala di lapangan (Peranginangin & Herdwiani, 2023).
Banyak platform daring masih menjual obat keras atau resep tanpa pengawasan tenaga
medis, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serius bagi masyarakat (Dewiwaty
et al, 2021).

Selain itu, kemajuan teknologi juga membuka peluang baru bagi penyalahgunaan
obat, termasuk meningkatnya perdagangan obat ilegal dan palsu. Penelitian menunjukkan
bahwa peredaran obat tanpa izin edar masih marak di pasar daring Indonesia, baik dalam
bentuk obat keras, psikotropika, maupun obat aborsi (Moore dkk., 2021; Zaky dkk., 2025).
Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan rendahnya
kesadaran hukum di kalangan penjual maupun pembeli.

Dari sisi kemajuan, kehadiran e-pharmacy dan telepharmacy di Indonesia telah
memperluas akses obat hingga ke wilayah terpencil, di mana ketersediaan apotek fisik
masih terbatas (Cokro et al, 2023). Layanan konsultasi daring dengan apoteker juga
meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan kesehatan (Putra et al, 2023). Hal ini
menjadi bentuk nyata kemajuan digitalisasi kesehatan yang mendukung agenda
Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menjamin akses kesehatan universal.

Namun, di balik kemajuan tersebut, ancaman terhadap keamanan konsumen dan
keaslian obat menjadi isu yang mendesak. Penelitian Dewiwaty et al. (2021) menunjukkan
lemahnya sistem pengawasan daring dan kurangnya edukasi masyarakat mengenai
bahaya pembelian obat tanpa resep (Dewiwaty et al, 2021). Fenomena ini mempertegas
kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan sistem hukum serta pengawasan
farmasi nasional.

Permasalahan lain yang muncul adalah rendahnya literasi digital kesehatan
masyarakat. Sebagian besar pengguna masih belum memahami perbedaan antara apotek
daring resmi dan penjual ilegal di marketplace umum (Cokro et al, 2023). Rendahnya
pengetahuan ini memperbesar risiko penyalahgunaan obat, overdosis, hingga komplikasi
serius akibat penggunaan obat tanpa konsultasi medis (Moore et al, 2021)

Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum terhadap penjual
obat ilegal di platform daring. Pemerintah memang telah menutup sejumlah situs dan
akun penjual obat tanpa izin, namun praktik serupa terus bermunculan dalam bentuk
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baru (Dewiwaty dkk., 2021). Upaya penegakan hukum yang belum konsisten menjadi
tantangan utama dalam menjaga keamanan peredaran obat daring (Zaky et al, 2025).

Dari perspektif hukum, tanggung jawab dalam distribusi obat daring tidak hanya
berada di tangan pemerintah, tetapi juga pelaku usaha farmasi dan tenaga profesional
seperti apoteker. Peran apoteker menjadi penting dalam memastikan keaslian, kualitas,
serta penggunaan obat yang tepat (Milda et al, 2024). Oleh karena itu, keterlibatan
apoteker dalam sistem e-pharmacy harus diperkuat agar tidak sekadar menjadi perantara
komersial.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya
pendekatan multi-sektoral dalam mengelola peredaran obat daring. Kolaborasi antara
BPOM, Kementerian Kesehatan, platform digital, dan masyarakat menjadi kunci untuk
menciptakan ekosistem penjualan obat yang aman dan bertanggung jawab (Peranginangin
& Herdwiani, 2023). Tanpa pengawasan dan koordinasi yang kuat, digitalisasi farmasi
justru dapat menjadi pintu masuk bagi peredaran obat berbahaya.

Penelitian sebelumnya juga menyoroti aspek sosial dari peredaran obat daring,
terutama pada kelompok remaja dan mahasiswa yang sering membeli obat tanpa resep
karena kemudahan akses dan rasa penasaran (Cokro et al, 2023). Fenomena ini menjadi
indikasi lemahnya pengawasan sosial dan edukasi kesehatan masyarakat, yang berpotensi
memperburuk penyalahgunaan obat di kalangan muda.

Selain ancaman dari sisi kesehatan, aspek etika dan tanggung jawab sosial
perusahaan penyedia layanan e-pharmacy juga menjadi sorotan. Platform daring harus
memastikan bahwa sistem mereka tidak digunakan untuk menjual obat ilegal atau
melanggar ketentuan etik profesi (Milda et al, 2024). Hal ini menuntut adanya standar etik
digital dalam praktik kefarmasian di era modern.

Dari perspektif kebijakan publik, pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan
antara inovasi dan proteksi masyarakat. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat
pertumbuhan industri farmasi digital, namun regulasi yang longgar justru membuka
peluang penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan adaptif yang berbasis
risiko untuk mengatur distribusi obat daring (Peranginangin & Herdwiani, 2023).

Kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian-penelitian terdahulu
adalah lemahnya sinergi antara inovasi digital dan sistem hukum yang ada. Sementara
transformasi digital di bidang kesehatan terus berlangsung, perangkat hukum masih
berfokus pada pendekatan konvensional yang belum sepenuhnya mencakup transaksi
daring (Milda et al, 2024). Kondisi ini menuntut pembaruan kebijakan berbasis evidence
dan penguatan literasi digital farmasi di tingkat masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena
peredaran obat secara daring di Indonesia dari dua sisi: sebagai bentuk kemajuan dalam
akses layanan kesehatan, dan sebagai potensi ancaman terhadap keselamatan publik.
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang digitalisasi
farmasi dan kebijakan kesehatan di Indonesia. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi
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dasar rekomendasi bagi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam menciptakan
sistem peredaran obat daring yang aman, inovatif, dan beretika.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui
studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti
memahami fenomena sosial yang kompleks secara mendalam dan kontekstual, khususnya
mengenai dinamika peredaran obat secara daring di Indonesia. Penelitian kualitatif
berfokus pada makna, proses, serta konteks sosial yang melatarbelakangi suatu peristiwa
(Bingham, 2023) (Pratt, 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak berorientasi pada
pengujian hipotesis, melainkan pada eksplorasi pemahaman terhadap isu-isu aktual
seputar kemajuan dan ancaman dari peredaran obat daring.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder yang relevan,
meliputi buku akademik, artikel ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah, dan hasil
penelitian terdahulu. Pemilihan sumber didasarkan pada kredibilitas dan keterkinian
publikasi (tahun 2015 ke atas). Artikel yang dijadikan acuan berasal dari jurnal
internasional bereputasi yang membahas metodologi penelitian kualitatif (Bandaranayake,
2024) (Togia & Malliari, 2017), serta publikasi yang relevan dengan konteks Indonesia
seperti laporan BPOM dan penelitian farmasi daring. Kajian pustaka ini memberikan
landasan teoritis yang kuat untuk mengidentifikasi pola, isu, dan kesenjangan dalam
pengawasan serta praktik distribusi obat di ruang digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan analisis
dokumen menggunakan database ilmiah seperti Scopus, PubMed, dan ScienceDirect.
Literatur yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tematik terhadap
topik penelitian, seperti aspek hukum, sosial, dan teknologi dalam peredaran obat daring.
Pendekatan studi pustaka memungkinkan integrasi teori dan hasil penelitian sebelumnya
guna membangun argumen yang komprehensif (Granikov, 2020) (Jimenez, 2024). Selain
itu, analisis teoritis terhadap berbagai sumber digunakan untuk menyintesis pemahaman
lintas disiplin yang relevan dengan bidang farmasi dan hukum kesehatan digital.

Prosedur analisis data dilakukan melalui empat tahapan utama: identifikasi tema,
reduksi data, kategorisasi konsep, dan penarikan kesimpulan induktif. Pada tahap
pertama, peneliti mengidentifikasi tema utama dari literatur yang telah dipilih, seperti
keamanan obat, regulasi BPOM, dan peran e-pharmacy. Tahap reduksi data dilakukan
dengan menyeleksi informasi yang paling relevan dan mengeliminasi data yang tidak
mendukung fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan kategorisasi konsep untuk
menemukan hubungan antar-variabel dan membangun narasi konseptual yang
terstruktur (Belotto, 2018) (Bingham, 2023) (Vila-Henninger et al, 2022). Tahap akhir
berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menafsirkan pola dan
temuan untuk memahami fenomena peredaran obat daring secara menyeluruh.

Kriteria inklusi literatur mencakup sumber yang diterbitkan antara tahun 2015-
2025, berbahasa Indonesia atau Inggris, serta secara langsung membahas topik penelitian
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atau metodologi yang digunakan. Sebaliknya, sumber dengan kredibilitas rendah,
publikasi non-akademik, atau tidak relevan dengan isu digitalisasi farmasi dikecualikan.
Proses ini bertujuan memastikan validitas data dan menghindari bias analisis (Abraham,
2024) (Doyle, 2019). Dalam rangka menjaga objektivitas, setiap sumber dianalisis dengan
pendekatan triangulasi konseptual, yaitu membandingkan hasil dari berbagai publikasi
untuk mengonfirmasi konsistensi temuan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan
validasi konseptual. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari
berbagai disiplin ilmu—kesehatan, hukum, dan teknologi—agar hasil analisis memiliki
tingkat kepercayaan tinggi (Fife & Gossner, 2024) (Kalpokaite & Radivojevic, 2018). Selain
itu, validitas teoretis dijaga melalui peer review konseptual, yaitu dengan meninjau
kesesuaian antara teori yang digunakan dan hasil interpretasi data. Pendekatan kualitatif-
deskriptif ini dinilai tepat untuk menjawab tujuan penelitian, yakni memperoleh
pemahaman yang komprehensif tentang sejauh mana peredaran obat daring di Indonesia
dapat dikategorikan sebagai bentuk kemajuan atau justru ancaman bagi kesehatan
masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil studi pustaka terkini mengenai peredaran obat secara daring di Indonesia
menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki dua sisi yang saling bertentangan: di satu sisi
memberikan kemajuan signifikan dalam akses dan pelayanan kesehatan, namun di sisi
lain memunculkan berbagai ancaman terhadap keamanan, regulasi, dan keselamatan
masyarakat. Kajian ini didasarkan sepenuhnya pada hasil analisis terhadap artikel ilmiah,
laporan resmi, dan hasil riset yang tercantum dalam dokumen studi pustaka terbaru
tentang peredaran obat daring di Indonesia.

1. Kemajuan dan Manfaat E-Pharmacy

Perdagangan obat secara daring memberikan kemudahan akses bagi masyarakat,
terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh apotek fisik. Layanan berbasis
platform digital seperti GoApotik dan KlikDokter memperluas jangkauan farmasi dan
meningkatkan efisiensi waktu dalam memperoleh obat (Peranginangin & Herdwiani,
2023) (Wibowo & Lina, 2023). Faktor kepercayaan terhadap platform digital, literasi
kesehatan, serta pengaruh sosial turut berperan dalam meningkatkan adopsi layanan e-
pharmacy, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa (Ardi, 2017) (Putra et al,
2023).

Selain itu, layanan daring juga memungkinkan masyarakat mendapatkan
konsultasi farmasi tanpa tatap muka langsung, mendukung efektivitas pelayanan
kesehatan, dan mempercepat distribusi obat-obatan ke daerah dengan infrastruktur
kesehatan terbatas (W. Wibowo & Lina, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi
farmasi menjadi bagian penting dari kemajuan sektor kesehatan nasional.

https://journal.pubmedia.id/index.php/scpr



Science and Clinical Pharmacy Research Journal Vol: 2, No 4, 2026 6 of 12

2. Ancaman dan Risiko Keamanan Penggunaan Obat

Di sisi lain, studi menunjukkan bahwa kemudahan akses obat secara daring
menimbulkan risiko besar terhadap keamanan konsumen. Hanya sebagian kecil penjual
daring yang meminta resep dokter sebelum transaksi dilakukan, sementara obat keras dan
obat resep dapat dibeli secara bebas di marketplace (Ariestiana, 2020) (Cokro et al, 2023)
(Rahmawati, 2020). Bahkan, beberapa penelitian menemukan bahwa penjualan obat aborsi
seperti misoprostol dilakukan secara daring tanpa informasi memadai mengenai
penggunaan efek samping atau komplikasi medis (Moore et al, 2020) (Moore et al, 2021)
(Moore et al, 2020).

3. Aspek Regulasi dan Implementasi Pengawasan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020
sebagai langkah strategis untuk mengatur distribusi obat daring. Namun, implementasi di
lapangan masih menemui berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan terhadap
akun penjual ilegal dan sanksi hukum yang dinilai tidak memberikan efek jera
(Peranginangin & Herdwiani, 2023).

Koordinasi lintas lembaga dan keterbatasan sumber daya manusia pengawas turut
menjadi penghambat efektivitas pengawasan. Penelitian juga menegaskan pentingnya
pembaruan sistem pengawasan berbasis digital dan peningkatan literasi hukum bagi
pelaku usaha maupun masyarakat (Khaerudin et al, 2025).

4. Perilaku dan Literasi Konsumen

Tingkat literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembelian obat
daring tanpa pengawasan medis masih rendah. Konsumen, terutama dari kelompok usia
muda, lebih mempertimbangkan aspek kemudahan dan harga dibandingkan keamanan
produk (Ardi, 2017) (Putra et al, 2023) (Wibowo & Lina, 2023).

Selain itu, sebagian besar konsumen belum memahami cara membedakan apotek
daring resmi dan penjual ilegal, sehingga berpotensi menjadi korban penipuan atau
konsumsi obat palsu (R. Rahmawati, 2020). Rendahnya literasi ini menjadi faktor krusial
yang memperkuat urgensi edukasi publik dalam penggunaan obat daring.

5. Tanggung Jawab Platform dan E-Commerce

Studi juga menyoroti lemahnya peran dan tanggung jawab platform e-commerce
dalam mencegah penjualan obat ilegal. Banyak marketplace besar di Indonesia belum
menerapkan mekanisme penyaringan dan validasi produk kesehatan secara efektif
(Khaerudin et al, 2025). Walaupun beberapa platform mulai bekerja sama dengan BPOM
untuk kurasi produk, pengawasan internal belum mampu menekan praktik ilegal yang
terjadi secara masif (Rahmawati et al, 2025).

Temuan ini menegaskan bahwa tanpa kolaborasi aktif antara pemerintah, platform
digital, dan masyarakat, upaya pengendalian peredaran obat daring akan sulit mencapai
hasil yang optimal.
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6. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya
Dibandingkan dengan studi sebelumnya, penelitian terkini menunjukkan

peningkatan signifikan dalam adopsi layanan e-pharmacy namun juga peningkatan dalam
jumlah pelanggaran penjualan obat tanpa izin (Moore et al, 2020) (Rahmawati et al, 2025).
Perbedaan utama terletak pada konteks regulasi Indonesia, di mana inovasi digital

berkembang lebih cepat dibandingkan kesiapan hukum dan pengawasan.

Fenomena ini menggambarkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan
farmasi digital dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi guna menjaga
keseimbangan antara kemajuan dan ancaman dari risiko keamanan penggunaa obat .

Tabel 1. Kemajuan dan Ancaman Peredaran Obat Daring di Indonesia

Aspek Kemajuan dan Manfaat Ancaman dan Risiko Sumber
Memperluas jangkauan Obat  keras  mudah (Cokro dkk., 2023;
Akses & distribusi obat; efisiensi waktu; diakses tanpa resep; Peranginangin & Herdwiani,
Efisiensi layanan berbasis digital lemahnya verifikasi 2023; Putra dkk., 2023; Y.
(GoApotik, KlikDokter). penjual daring. Wibowo dkk., 2024)
Imolementasi belum (Ariestiana, 2020; Khaerudin
Regulasi & BPOM No. 8/2020 mengatur o ’Emal' sanksi hukum dkk., 2025; Peranginangin &
Kebijakan distribusi obat daring. blzlum tle as Herdwiani, 2023; I. Rahmawati
gas. dkk., 2025)
Keamanan Eopharmacy resmi  meniamin Penjualan obat palsu dan (Ariestiana, 2020; Moore dkk.,
P . Y ) aborsi tanpa pengawasan 2020, 2021; Y. Wibowo dkk.,
Konsumen keaslian produk. .
medis. 2024)
Adopsi tinggi di kalangan . .
Perilaku muda; meningkatnya Literasi kesehatan  dan (Ardi, 2017; Putra dkk., 2023;
kesadaran hukum : )
Konsumen kepercayaan pada platform rendah W. Wibowo & Lina, 2023)

digital.

Hasil penelitian mengenai peredaran obat secara daring di Indonesia menunjukkan
adanya dua sisi besar yang saling berlawanan: di satu sisi, kemajuan pesat dalam inovasi
teknologi farmasi memberikan kemudahan akses terhadap obat-obatan; namun di sisi
lain, muncul berbagai tantangan serius terkait keamanan, regulasi, dan etika profesi.
Fenomena ini perlu dianalisis secara mendalam melalui pendekatan teoritis dan
konseptual agar dapat memahami bagaimana dinamika kemajuan digital dapat
memberikan manfaat sekaligus ancaman bagi sistem kesehatan nasional.

Dari sudut pandang teori Technology Acceptance Model (TAM), perilaku konsumen
terhadap penggunaan layanan farmasi daring dapat dijelaskan melalui persepsi
kemudahan (perceived ease of use) dan kemanfaatan (perceived usefulness). Hasil kajian
menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, cenderung
menerima layanan e-pharmacy karena faktor kenyamanan, kecepatan transaksi, dan
kemudahan akses (Putra et al, 2023) (Wibowo & Lina, 2023). Namun, teori ini juga
menegaskan bahwa adopsi teknologi harus diiringi dengan peningkatan kepercayaan dan
perlindungan konsumen agar tercipta keseimbangan antara inovasi dan keamanan.
Kondisi di Indonesia memperlihatkan bahwa penerimaan teknologi berjalan lebih cepat
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dari pada kesiapan sistem pengawasan, sehingga kemajuan ini sekaligus membuka celah
bagi munculnya peredaran obat ilegal di platform digital (Peranginangin & Herdwiani,
2023).

Secara regulatif, temuan penelitian ini memperkuat konsep governance gap theory
yang menjelaskan bahwa inovasi teknologi sering kali mendahului kesiapan kebijakan
publik. Pemerintah melalui Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 telah berupaya mengatur
distribusi obat daring, tetapi implementasinya masih jauh dari optimal. Banyak apotek
daring yang belum memiliki izin resmi, dan beberapa marketplace besar masih
memperdagangkan obat keras tanpa resep dokter (Khaerudin et al, 2025) (Rahmawati et
al, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang sudah ada belum
diimbangi oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Dari perspektif teori kebijakan
publik, lemahnya penegakan aturan dan kurangnya koordinasi antar instansi
memperlihatkan belum terbentuknya policy coherence yang solid antara sektor kesehatan
dan sektor perdagangan digital.

Dari aspek etika dan keselamatan pasien, hasil kajian menyoroti munculnya dilema
moral dalam praktik farmasi digital. Fenomena penjualan obat keras, termasuk obat aborsi
seperti misoprostol, tanpa resep dokter, memperlihatkan degradasi prinsip kehati-hatian
dan profesionalisme dalam pelayanan kefarmasian (Cokro et al, 2023) (Moore et al, 2020).
Berdasarkan perspektif consumer protection ethics, kondisi ini menunjukkan adanya
ketidakseimbangan antara hak konsumen untuk memperoleh akses obat dan kewajiban
penyedia layanan untuk menjamin keamanan produk. Pelanggaran ini dapat menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan daring apabila tidak segera diatasi
melalui sertifikasi apotek digital dan mekanisme verifikasi berbasis data BPOM.

Selain faktor regulatif dan etika, hasil analisis juga mengungkap bahwa perilaku
konsumen memainkan peran penting dalam meningkatnya risiko penyalahgunaan obat
daring. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan aspek harga dan kemudahan
dibandingkan keamanan produk. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi kesehatan
digital di Indonesia, yang memperburuk situasi karena konsumen tidak mampu
membedakan antara apotek daring resmi dan penjual ilegal (Ardi, 2017) (Putra et al, 2023).
Dalam konteks teori perilaku konsumen, fenomena ini menggambarkan dominannya
faktor sosial dan emosional dibandingkan pertimbangan rasional dalam pengambilan
keputusan pembelian obat.

Hasil studi pustaka juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab platform e-
commerce sebagai penyedia ruang transaksi masih sangat terbatas. Banyak platform besar
di Indonesia tidak memiliki sistem kontrol internal yang memadai untuk menyaring
produk obat yang dijual (Khaerudin et al, 2025). Beberapa upaya kerja sama dengan
BPOM memang sudah dilakukan, tetapi belum mampu menekan praktik penjualan ilegal
yang kian meluas. Secara konseptual, hal ini memperlihatkan lemahnya corporate
accountability di era digital health, di mana tanggung jawab terhadap keselamatan publik
seharusnya tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga pelaku industri
teknologi.
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Dari keseluruhan temuan, terlihat bahwa peredaran obat daring di Indonesia masih
berada dalam tahap transisi antara kemajuan dan kerentanan. Faktor utama yang
memengaruhi ketidakseimbangan ini meliputi literasi digital yang rendah, lemahnya
pengawasan pemerintah, dan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran
digital. Sementara itu, dari sisi positif, keberadaan e-pharmacy menunjukkan potensi besar
dalam mendukung pemerataan layanan kesehatan dan modernisasi sistem farmasi
nasional.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis studi pustaka,
sehingga belum mampu menangkap dimensi empiris seperti perilaku konsumen aktual
atau mekanisme kerja platform e-commerce. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan
untuk menggabungkan pendekatan empiris dan kuantitatif agar dapat memberikan bukti
konkret mengenai pola perilaku konsumen dan efektivitas kebijakan. Selain itu, penting
pula dilakukan kajian komparatif antarnegara agar Indonesia dapat mengadaptasi model
regulasi terbaik dari negara lain yang lebih maju dalam tata kelola farmasi digital.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang
digital governance dan kebijakan farmasi dengan menyoroti pentingnya keseimbangan
antara inovasi dan perlindungan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini
merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor antara BPOM, Kementerian
Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membangun sistem
pengawasan berbasis teknologi seperti artificial intelligence dan blockchain tracking. Sinergi
antara regulasi dan inovasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kemajuan digital di
bidang farmasi tidak berubah menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat, melainkan
menjadi fondasi bagi sistem kesehatan yang lebih inklusif, aman, dan adaptif terhadap era
digital.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peredaran obat secara daring di Indonesia
merupakan fenomena ambivalen yang mencerminkan kemajuan teknologi sekaligus
menghadirkan tantangan serius bagi keamanan kesehatan masyarakat dan tata kelola
regulasi farmasi. Digitalisasi layanan farmasi melalui e-pharmacy terbukti meningkatkan
aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh obat, terutama di
wilayah yang sulit dijangkau oleh apotek konvensional. Namun, kemajuan ini belum
diimbangi dengan kesiapan regulasi dan kesadaran hukum yang memadai, sehingga
menimbulkan risiko penjualan obat ilegal, penyalahgunaan obat keras, serta lemahnya
perlindungan konsumen. Temuan ini memperdalam pemahaman teoritis tentang
kesenjangan antara inovasi teknologi dan efektivitas pengawasan pemerintah, sekaligus
memperkuat teori Technology Acceptance Model dan governance gap theory dalam konteks
farmasi digital. Secara sosial dan budaya, penelitian ini menyoroti pentingnya
peningkatan literasi kesehatan digital dan tanggung jawab etis dari pelaku e-commerce
untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat daring. Keterbatasan
penelitian yang bersifat studi pustaka mengisyaratkan perlunya penelitian empiris di
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masa mendatang guna mengamati secara langsung perilaku konsumen, efektivitas
pengawasan, dan implementasi kebijakan berbasis teknologi dalam sistem farmasi digital
Indonesia.

Pemerintah, pelaku industri, dan praktisi di bidang kesehatan perlu memperkuat
pengawasan dan verifikasi distribusi obat daring dengan dukungan teknologi seperti Al
dan blockchain untuk memastikan keamanan serta keaslian produk. Penelitian selanjutnya
disarankan menggabungkan berbagai metode dan mengeksplorasi aspek sosial-budaya
agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan adaptif terhadap
perkembangan layanan kesehatan digital di Indonesia.
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